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Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 36

Untuk mendukung Pemanfaatan Objek Pemajuan
Kebudayaan, Pemerintah Pusat secara aktif
melakukan pengelolaan terhadap produk hasil
pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
terhadap produk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

Industri besar dan/atau pihak asing yang akan

melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan

Kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib

memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan

Kebudayaan dari Menteri.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat:

a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;

b. pembagian manfaat; dan

c. pencantuman  asal-usul Objek Pemajuan
Kebudayaan.

Pemerintah Pusat harus mempergunakan hasil dari

pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b untuk menghidupkan dan menjaga

ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait.

(4) Ketentuan . . .
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pemanfaatan
Objek  Pemajuan  Kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

(1) Industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Industri besar dan/atau pihak asing yang
menyalahgunakan izin Pemanfaatan Objek
Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(38) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. denda administratif;

d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
€. pencabutan izin.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pembinaan
Pasal 39

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus

melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pembinaan . .
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(2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah

dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan,

lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.

(3) Peningkatan mutu  Sumber Daya Manusia

Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata

Kebudayaan dilakukan melalui:

a.

b.

peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang
Kebudayaan,;

standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya
Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan
dan tuntutan; dan/atau

peningkatan kapasitas tata kelola lembaga

Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Pemajuan

Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 41

Setiap Orang berhak untuk:

a.
b.

0

berekspresi;

mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi
budayanya;

berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
mendapatkan akses informasi mengenai

Kebudayaan;

memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan;

dan

f. memperoleh. . .
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memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan

untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 42

Setiap Orang berkewajiban untuk:

a.

b
c.
d

mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
memelihara kebinekaan;

mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia;
dan

memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 43

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat

bertugas:

® ™0 a0 g

menjamin kebebasan berekspresi;

menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;

memelihara kebinekaan;

mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan,;
menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan
Kebudayaan;

mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat

dalam Pemajuan Kebudayaan;

i. menggunakan . . .
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